
 
 

i 

“TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TENTANG PERLINDUNGAN KORBAN 

TINDAK PIDANA KESUSILAAN (STUDI DI WILAYAH HUKUM 

PENGADILAN NEGERI MATARAM)” 

 

JURNAL ILMIAH 

 

 

 

 

Oleh : 

Nama : I NENGAH ARYANA PURWATA 

Nim : D1A 012 184 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MATARAM 

2017 

 

 

 



 
 

ii 

“TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TENTANG PERLINDUNGAN KORBAN 

TINDAK PIDANA KESUSILAAN (STUDI DI WILAYAH HUKUM 

PENGADILAN NEGERI MATARAM)” 

 

JURNAL ILMIAH  

 

 

 

Oleh : 

Nama : I Nengah Aryana Purwata 

Nim : D1A 012 184 

 

 

Menyetujui,  

Pembimbing pertama  

 

 

(Lubis, SH., M.Hum.) 

NIP. 19590828 198703 1 002



 
 

i 

ABSTRAK 

 

“TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TENTANG PERLINDUNGAN KORBAN 

TINDAK PIDANA KESUSILAAN (STUDI DI WILAYAH HUKUM 

PENGADILAN NEGERI MATARAM)” 

 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk 

perlindungan korban tindak pidana kesusilaan dalam hukum pidana Indonesia 

dalam perspektif viktimologi dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 

perlindungan korban tindak pidana kesusilaan di wilayah hukum Pengadilan 

Negeri Mataram. Jenis Penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif-empiris 

dengan metode yang di pergunakan adalah Pendekatan konseptual, Pendekatan 

undang-undang, dan Pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian 

diperoleh bahwa belum ada undang – undang yang secara khusus mengatur 

tentang bentuk perlindungan korban tindak pidana kesusilaan dalam Hukum 

Pidana Indonesia dalam perspektif viktimologi. Hanya undang-undang tentang 

perlindungan korban tindak pidana tertentu saja yang diatur di dalam undang-

undang KUHP. Dan bentuk perlindungan yang diterima oleh korban di wilayah 

hukum Pengadilan Negeri Mataram adalah proses penyidikan yang dilakukan 

oleh pihak PPA guna memberikan rasa nyaman pada korban dan adanya 

dampingan dari LPSK sejak proses penyidikan hingga sidang di pengadilan 

sedangkan restitusi diperoleh atas keputusan hakim. 

 

Kata Kunci : Perlindungan korban, Viktimologi, KUHP, Wilayah Hukum 

Pengadilan Negeri Mataram 

 

 

ABSTRACT 

 

"VICTIMOLOGICAL REVIEW ON PROTECTION OF VICTIMS OF 

CRIMINAL ACCIDENTS (STUDY IN THE JURISDICTION OF 

MATARAM COURTS)" 

 

The purpose of this research is to know the form of protection of crime 

victims of morals in Indonesian criminal law in a psychological perspective 

and to know how the implementation of the protection of victims of criminal 

morality in the jurisdiction of the Mataram District Court. This type of research 

is the normative-empirical legal research using the method used is the 

conceptual approach, the approach of the law, and the sociological approach. 

Based on the results of the research, it is found that there is no law specifically 

regulating the form of protection of victims of criminal morality in Indonesian 

Criminal Law in the perspective of vicariatology. Only the law on the 

protection of certain victims of crime is governed by the Penal Code law. And 

the form of protection received by the victim in the jurisdiction of the Mataram 

District Court is the investigation process conducted by the PPA to provide a 

sense of comfort to the victim and the assistance of LPSK since the 
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investigation process up to trial in court while the restitution was obtained on 

the judge's decision. 

 

Keywords: Victim Protection, Victimology, Criminal Code, Region The 

Law of the Mataram District Court 
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I. PENDAHULUAN 

Negara Republik Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Di dalam 

Pasal 1 Ayat 3 dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. 

Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakan di 

hormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini 

bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

Melihat dari jenis-jenis Kriminalitas kejahatan terhadap kesusilaan 

tidak jarang mendapat perhatian lebih dari masyarakat, karena disamping 

penderitaan yang dialami korban terutama penderita mental kejiwaan, tetapi 

juga disebabkan masalah yang berkaitan dengan norma-norma kesusilaan, 

yang amat peka menyentuh perasaan keadilan masyarakat. Perbuatan 

kesusilaan yang seperti diketahui dalam kehidupan sehari-hari adalah 

merupakan perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma 

atau kaidah kesopanan yang saat ini cendrung banyak terjadi  di kalangan 

masyarakat. Jadi menurut perspektif keseharian masyarakat pada umumnya 

kesusilaan adalah merupakan perbuatan yang melanggar nilai-nilai atau 

norma-norma yang hidup di dalam masyarakat (social kemasyarakatan). 

Kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam Bab ke-XIV Buku ke-II 

KUHP sebagaimana yang dikemukakan oleh Laden Marpaung yang 

menyatakan:
1
  

Ketentuan pidana terkait dengan tindak pidana kesusilaan dalam kitab 

Undang-undang Hukum pidana (KUHP) terdapat pada BAB XIV Pasal 

“281 hingga Pasal 298 KUHP memuat 19 Pasal dan tiga diantaranya 

memuat hukuman tambahan /pemberatan yakni Pasal 283 bis,Pasal 

298 dan tujuh Pasal tidak berkenan dengan seks yakni Pasal 297, 298.” 

Dalam suatu kasus khususnya kesusilaan dalam kaitan dengan 

masalah yang terjadi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 289 KUHP: 
2
 

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 

seseorang  untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan 

cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang 

kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan 

tahun.” 

Selama ini korban dari kejahatan tindak pidana kesusilaan masih 

kurang mendapat perhatian dari pemerintah maupun undang-undang yang 

berlaku sementara pelaku mendapatkan perhatian dalam penbentukan 

undang-undang. 

Pada dasarnya viktimologi suatu pengetahuan ilmiah/ studi yang 

mempelajari suatu viktimisasi (criminal) sebagai suatu permasalahan manusia 

yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat 

                                                           
1
 Leden Marpaung,  Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, Cet.3. 

Sinar  Grafika, Jakarta, 2008., Hlm.7. 
2
 Indonesia, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 289, Tentang Tindak Pidana 

Kesusilaan 
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perlunya suatu pemahaman, yaitu :
3
 1. Sebagai suatu permasalahan manusia 

menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional; 2. Sebagai suatu hasil 

interaksi akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling 

mempengaruhi; 3. Sebagai tindakan seseorang individu yang dipengaruhi 

oleh unsur struktural social tertentu suatu masyarakat tertentu. 

Viktimologi mencoba memberi pemahaman serta mencerahkan 

permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses 

viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan 

dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggung 

jawab.
4
 

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun terdorong untuk 

melakukan penelitian yang mendalam mengenai “Tinjauan Viktimologis 

Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Di Wilayah 

Hukum Pengadilan Negeri Mataram)”. 

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat di rumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana  perlindungan korban tindak 

pidana kesusilaan dalam hukum pidana Indonesia dalam perspektif 

viktimologi ?, 2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan korban tindak pidana 

kesusilaan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mataram ?. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, adalah : 1. Untuk 

Mengetahui perlindungan korban tindak pidana kesusilaan dalam hukum 

pidana Indonesia dalam perspektif viktimologi, 2. Untuk Mengetahui 

pelaksanaan perlindungan korban tindak pidana kesusilaan di wilayah Hukum 

Pengadilan Negeri Mataram. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, 

adalah : 1. Secara Akademik, untuk memenuhi salah satu persyaratan guna 

mencapai kebulatan studi program Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum 

Universitas Mataram. 2. Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan manfaat positif bagi pengembangan ilmu hukum, 

khususya hukum pidana sehingga dapat menambah literatur atau referensi 

tentang tinjauan viktimologis tentang perlindungan korban tindak pidana 

kesusilaan. 3. Secara Praktis, penelitian ini dapat memberikan bahan masukan 

dan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat pada 

umumnya dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana 

kesusilaan. 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, metode 

pendekatan yang dipergunakan yaitu pendekatan undang-undang (statute 

approach), pendekatan konseptual (canseptual approach), pendekatan 

sosiologis (sociological approach). Sumber data yang digunakan ialah 

sumber data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, bahan hukum tersier dan data lapangan. Adapun jenis data, yaitu 

data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu penelitian 

kepustakaan dan penelitian lapangan. Selanjutnya analisis data, yaitu 

menggunakan analisis kualitatif dan analisis deskritif. 

                                                           
3
 Arif Gosita Dalam Siswanto Sunarso, Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana. 

Sinar Grafika : Jakarta, 2012., Hlm 2. 
4
Ibid., Hlm 2. 
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II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Perlindungan korban tindak pidana kesusilaan dalam hukum pidana 

Indonesia dalam perspektif viktimologi. 

Dalam pengaturan Hukum Pidana Indonesia dilihat dari sudut 

pandang viktimologi, hanya sedikit yang mengatur tentang perlindungan 

korban seperti yang dinyatakan oleh Ira Dwiati, bahwa
5
: 

Dalam pengaturan hukum Indonesia, korban selalu menjadi pihak 

yang paling dirugikan. Bagaimana tidak, selain korban telah menderita 

kerugian akibat kejahatan yang telah menimpa dirinya, baik secara 

materil, fisik maupun psikologis, korban juga harus menanggung 

derita ganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai 

sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus 

kembali mengemukakan, mengingat dan bahkan harus mengulangi 

atau merekonstruksi kejahatan yang pernah menimpanya pada saat 

sedang menjalani proses pemeriksaan, baik ditingkat penyidikan 

maupun setelah kasusnya diperiksa di pengadilan. 

 

Dari pernyataan tersebut tegas dinyatakan bahwa korban menderita 

kerugian karena tidak mendapat perlakuan yang baik. Korban hanya 

dipergunakan sebagai sarana untuk memberi kesaksian dan sebagai penguat 

tuntutan Jaksa Penuntut Umum. 

Ide dasar perlindungan korban tindak pidana kesusilaan berdasarkan 

perspektif viktimologis adalah selain mengalami penderitaan secara fisik, 

korban juga mengalami penderitaan secara psikis yang membutuhkan waktu 

lama untuk memulihkannya. Mengingat penderitaan yang dialami korban 

tindak pidana kesusilaan tidak ringan dan membutuhkan waktu yang tidak 

singkat untuk bisa memulihkannya, maka diperlukan aturan hukum yang 

memadai sebagai dasar aparat penegak hukum untuk memberikan 

perlindungan terhadap korban tindak pidana kesusilaan. 

Pada sistem peradilan pidana, kepentingan korban diwakili oleh Jaksa 

Penuntut Umum maupun masyarakat luas. Selain itu, kerugian korban dapat 

bersifat materiil yang dapat dinilai dengan uang, dan immateriil yakni 

perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya Perlindungan 

korban berupa penggantian kerugian materiil dapat dituntut langsung kepada 

si pelaku kejahatan. Akan tetapi terhadap penggantian kerugian materil, di 

beberapa Negara (apabila pelaku orang yang tidak mampu) dibebankan 

kepada Negara
6
. 

Perlindungan korban tindak pidana kesusilaan, perlindungan hukum 

dan segala aspeknya di dalam Hukum Pidana Indonesia merupakan salah satu 

                                                           
5
Dwiati Ira,SH, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan 

Dalam Peradilan Pidana. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang, 2007., Hlm. 66 
6
Muladi Dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana. PT Alumni, Bandung, 

1992., Hal.78. 
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hak korban dan saksi (vide Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2006). Dalam Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa hak sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak 

pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga 

Perlindungan Saksi & Korban (LPSK). Jelaslah berdasarkan ketentuan Pasal 

5 ayat (2) UU No.13 tahun 2006, tidak setiap saksi atau korban yang 

memberikan keterangan (kesaksian) dalam suatu proses peradilan pidana, 

secara otomatis memperoleh perlindungan seperti yang dinyatakan dalam 

Undang-Undang ini.
7
  

Sebab jelas disebutkan kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan 

LPSK, apakah tindak kesusilaan masuk kategori “kasus-kasus tertentu”. 

Dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kasus-

kasus tertentu” antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana 

narkotika/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana 

pelanggaran HAM berat yang dapat mengakibatkan posisi saksi dan korban 

dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.  

Bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban dalam 

kasus tindak pidana kesusilaan dapat diberikan berdasarkan pertimbangan 

kepala LPSK karena bentuk perlindungan berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 

2006 tidak bersifat umum dan tindak berlaku untuk semua tindak pidana. 

Lpsk hanya berwenang memberikan rasa nyaman selama memberikan 

keterangan dan bukan memberikan pemulihan rasa trauma. Bentuk 

perlindungan yang dapat diterima adalah mencegah korban atau saksi merasa 

terancam atau tertekan saat memberikan keterangan sebagai saksi walaupun 

bentuk perlindungan ini tidak sesuai dengan bentuk perlindungan yang 

dimaksud dalam sudut pandang viktimologi.  

Kelemahan dalam bentuk perlindungan ini adalah Undang-Undang 

Perlindungan Saksi dan Korban tidak menetapkan mengenai berbagai 

ketentuan yang seharusnya disepakati oleh LPSK dengan  saksi  dan/atau  

korban agar  dapat berjalan beriringan, kemudian dalam Undang-Undang 

Perlindungan Saksi dan Korban juga tidak diatur tentang cara penegak hukum 

memberikan perlindungan terhadap  saksi  dan  korban. Selain itu LPSK juga 

tidak dapat turun langsung dalam memberikan perlindungan hukum kepada 

saksi dan atau korban kekerasan seksual sebagai bentuk dari tindak pidana 

kesusilaan jika saksi korban itu sendiri tidak melakukan insiatif pelaporan 

kepada pihak kepolisian atau LPSK. 

Bentuk-bentuk perlindungan lain yang dapat diberikan kepada korban 

tindak kesusilaan adalah:
8
  

1. Proses penyidikan. 

                                                           
7
 Mudzakir, Posisi Hukum Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana, 

Disertasi Pengukuhan Guru Besar Di Universitas Indonesia, 2001., Hal. 1. 

8
 Muhammad Resha Tenribali Siregar. Skripsi Peranan Lembaga Perlindungan Saksi 

Dan Korban Dalam Melindungi Saksi Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Keluarga 

Sendiri. Universitas Hasanuddin Makassar. 2015. hlm. 35 
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Berperannya lembaga-lembaga terkait dalam proses penyidikan, yakni 

LPSK dan PPA. 

  

Dalam proses penyidikan tindak pidana kesusilaan bentuk 

perlindungan yang diberikan adalah proses penyidikan yang dilakukan oleh 

penyidik khusus yakni adanya PPA yang bertugas untuk memberikan 

perlindungan kepada korban tindak pidana kesusilaan yakni perempuan dan 

anak-anak. 

2. Restitusi  

Restitusi menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 adalah ganti kerugian yang diberikan 

kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat 

berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk 

kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan 

tertentu. Kemudian dalam kebijakan formulasi/legislatif hukum positif 

Indonesia (KUHP), pengaturannya hanya dapat dilihat pada pasal 14c 

KUHP yaitu mengatur adanya kemungkinan bagi hakim untuk 

menetapkan agar terdakwa/tersangka memberikan penggantian kerugian 

pada korban. 

Pasal 14c ayat (1) berbunyi, Dalam pemerintah yang dimaksud dalam 

Pasal 14c, kecuali jika dijatuhkan denda, selain menetapkan syarat umum 

bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat 

menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang 

lebih pendek daripada masa percobaannya harus mengganti segala atau 

sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana tadi. 

 

Restitusi yang dimaksud dalam bentuk perlindungan tersebut adalah, 

adanya ganti rugi yang diberikan oleh tersangka sesuai dengan ketentuan 

Pasal 44 Tahun 2008 dan Pasal 14c KUHP dimana syarat penggantian 

kerugian oleh terdakwa atau terpidana kepada korban hanya bersifat sebagai 

syarat tambahan yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana bersyarat 

yang artinya dalam penjatuhan pidana bersyarat tidak mengharuskan bagi 

hakim untuk memerintahkan pemberian ganti rugi, sehingga dapat dikatakan 

pula bentuk pemberian ganti rugi menurut Pasal 14c KUHP bergantung 

pada bagaimana sudut pandang Hakim dalam memutus pidana. 

3. Bantuan Medis dan Bantuan Rehabilitasi Psiko-sosial 

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban korban perkosaan juga berhak mendapatkan bantuan 

medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.  

 

Bentuk bantuan yang dimaksud adalah layanan yang diberikan kepada 

korban dan/atau saksi oleh lembaga tertentu salah satu nya LPSK. Dimana 

bentuk perlindungan ini dapat diperoleh korban apabila korban tersebut 

melakukan permohonan langsung kepada pihak LPSK melalui pengadilan.  

Keberadaan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

saksi dan korban tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 
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tetapi tidak secara khusus mengatur tentang bentuk perlindungan terhadap 

korban tindak pidana kesusilaan. Tugas dan kewenangan mengenai 

perlindungan hak-hak saksi dan korban adalah Kepala Lembaga Perlindungan 

Saksi Dan Korban (LPSK), padahal yang melakukan penyidikan dan 

pemeriksaan di depan sidang pengadilan bukan lembaga perlindungan saksi, 

di mana lembaga perlindungan saksi ini berada di luar lembaga penegak 

hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. 

Selama dalam proses peradilan pidana keberadaan saksi dan korban 

hanya diposisikan sebagai pihak yang dapat memberikan keterangan, dimana 

keterangannya dapat dijadikan alat bukti dalam mengungkap sebuah tindak 

pidana, sehingga dalam hal ini yang menjadi dasar bagi aparat penegak 

hukum yang menempatkan saksi dan korban hanya sebagai pelengkap dalam 

mengungkap suatu tindak pidana dan memiliki hak-hak yang tidak banyak 

diatur dalam KUHAP, padahal untuk menjadi seorang saksi dalam sebuah 

tindak pidana, tentunya keterangan yang disampaikan tersebut dapat 

memberatkan atau meringankan seorang terdakwa, yang tentunya bagi 

terdakwa apabila keterangan seorang saksi dan korban tersebut memberatkan 

tersangka/terdakwa, maka ada kecenderungan terdakwa menjadikan saksi dan 

korban tersebut sebagai musuh yang telah memberatkannya dalam proses 

penanganan perkara, hal ini tentunya dapat mengancam keberadaan saksi dan 

korban.  

Berdasarkan hal tersebut, maka tentunya bukan hanya tersangka atau 

terdakwa saja yang dilindungi hak-haknya, tetapi juga korban dan saksi wajib 

mendapatkan perlindungan, karena mengingat keterangan yang disampaikan 

dapat mengancam keselamatan dirinya sebagai seorang saksi. Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hak-hak 

asasi manusia pada Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28J. Bunyi Pasal-Pasal 

28D, 28G, 28I, dan Pasal 28J ayat (1), Amandemen (II) Undang-Undang 

Dasar 1945, dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman
9
. 

Bunyi pasal-pasal dimaksud sebagaimana tertuang dalam uraian 

sebagai berikut: 

1. Pasal 28 D ayat (1), menyatakan: 

“ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, 

dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di 

hadapan hukum.” 

2. Pasal 28 G ayat (1), berbunyi: 

“ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 

kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah 

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan 

dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu 

yang merupakan hak asasi.” 

 

 

 

                                                           
9
 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 
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3. Pasal 28 I ayat (2), menyebutkan: 

“ Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat 

diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan 

perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” 

4. Pasal 28 J ayat (1) yang menyatakan : 

“ Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain 

dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara.” 

 

Pasal-Pasal tersebut yang berisi tentang hak dan kewajiban yang 

diberikan kepada seluruh Warga Negara yang tentunya mencakup terdakwa 

ataupun korban suatu tindak pidana yang semestinya memberikan bentuk 

perlakuan yang sama.  

Kita sadari bersama, di dalam KUHP lebih mengutamakan hak-hak 

tersangka/terdakwa. Namun demikian terdapat beberapa asas KUHAP yang 

dapat dijadikan landasan perlindungan korban, misalnya: 
10

 

a. Perlakuan yang sama di depan hukum; 

b. Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan; 

c. Peradilan yang bebas; 

d. Peradilan terbuka untuk umum; 

e. Ganti kerugian 

f. Keadilan dan kepastian hukum. 

 

Beberapa asas KUHAP tersebut jelas menyatakan bahwa korban suatu 

tindak pidana khususnya tindak pidana kesusilaan berhak mendapatkan suatu 

bentuk perlindungan yakni perlakuan yang sama dihadapan Hukum, 

memperoleh ganti rugi yang menurut Pasal 14c dapat diterima apabila Hakim 

memberi wewenang, serta berhak untuk memperoleh keadilan dan kepastian 

hukum tanpa membeda-bedakan. 

 

 

B. Pelaksanaan Perlindungan Korban Tindak Pidana Kesusilaan Di 

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mataram 

Perlunya diberikan perlindungan pada korban tindak pidana 

kesusilaan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi 

merupakan isu internasional, oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh 

perhatian yang serius.  

Wawancara terhadap pihak penyidik Kasubnit 1 PPA di Polres 

Mataram, dalam tahapan penyidikan bentuk pelaksanaan perlindungan 

terhadap korban tindak pidana kesusilaan yang diberikan adalah sebagai 

berikut: 
11

  

1. Korban ditangani oleh penyidik khusus  
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Dalam hal ini penyidik khusus yang melakukan penyidikan adalah 

polwan (Polisi wanita), hal ini dilakukan dengan tujuan untuk 

memberikan korban tersebut rasa nyaman untuk menceritakan hal yang 

dialaminya pada sesama wanita sehingga korban tidak merasa tertekan 

untuk kembali menceritakan kejadian yang telah dialaminya. 

 

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa 

bentuk perlindungan yang sudah dilaksanakan di lingkungan Polres Mataram 

dimana dalam pelaksanaan nya jika kasus tersebut adalah tindak pidana 

kesusilaan maka korban nya adalah kaum wanita, baik wanita dewasa 

maupun anak-anak, maka dalam proses penyidikan akan diperiksa oleh 

penyidik khusus yakni Polisi Wanita (Polwan). 

 

2. Melibatkan Panti Sosial dan PPA 

Pada proses penyidikan, jika tindak pidana dilakukan oleh orang terdekat 

dalam hal ini misal nya orang tua atau keluarga korban tersebut, maka 

korban akan dititipkan di panti sosial. Dalam hal ini Polres Mataram 

bekerja sama dengan panti sosial PSMP Paramita untuk mendapatkan 

hak dan kewajibannya sebagai korban tindak pidana sesuai dengan 

peraturan yang berlaku.  

 

Kembali pada norma dilakukannya perlindungan saksi dan korban, 

tujuan utama diberikannya perlindungan yakni untuk memberikan rasa aman 

dan nyaman pada korban yang juga berbanding lurus dengan keterangan yang 

akan diberikan guna lancarnya proses persidangan.  

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa 

bentuk perlindungan yang sudah dilaksanakan di lingkungan Polres Mataram 

dimana dalam pelaksanaan nya jika kasus tersebut adalah tindak pidana 

kesusilaan tidak hanya dalam proses penyidikan yang diperiksa oleh penyidik 

khusus yakni Polisi Wanita (Polwan) tetapi juga pihak PPA sehingga 

diharapkan mengurangi rasa tertekan saat diminta untuk kembali 

menceritakan kejadian yang dialami. 

Tahapan proses penyidikan, Polres Mataram akan memberikan 

perlakuan berbeda antara korban yang masih berusia dibawah umur dengan 

orang dewasa. Proses penyidikan pada wanita dewasa akan didampingi oleh 

pihak PPA dan LPSK sejak awal proses penyidikan dengan tujuan 

memberikan rasa nyaman dan aman. Proses penyidikan pada anak-anak akan 

disesuaikan dengan keadaan psikis anak tersebut dan sangat diprioritaskan, 

selain itu anak tersebut akan didampingi oleh orang tua dalam hal ini jika 

pelaku tindak pidana bukan orang tua korban, PPA serta psikolog yang akan 

melakukan pemeriksaan dan memantau kejiwaan korban, sedangkan BAPAS 

dan Dokter akan melakukan fisik epertertum (Pemeriksaan fisik untuk melihat 

seberapa banyak luka yang diterima kemudian apa saja jenis luka).  

Wawancara terhadap pihak Kejaksaan Negeri Mataram yakni Komang 

Prasetya, SH selaku jaksa penuntut umum dalam tahap penuntutan mengenai 
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bentuk pelaksanaan perlindungan terhadap korban tindak pidana kesusilaan 

yang diberikan, menyatakan bahwa
12

:  

“Bentuk pelaksanaan perlindungan terhadap korban tindak pidana 

kesusilaan yang diberikan tidak rill, akan tetapi tetap mengutamakan 

perlindungan korban yakni dengan tetap menyertakan lembaga-lembaga 

terkait dalam proses penyelesaian perkara salah satunya adalah LPSK yang 

serta berperan dalam pemenuhan hak-hak nya, diantaranya berhak 

mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial serta 

berhak memperoleh restitusi.” 

 

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap pihak Kejaksaan Negeri 

Mataram tersebut menjelaskan bahwa bentuk perlindungan terhadap saksi dan 

korban tidak rill/nyata, dikarenakan pihak Kejaksaan tidak memiliki 

wewenang untuk memberikan perlindungan, melainkan hanya melakukan 

penuuntutan dan melaksanakan putusan hakim, tetapi tetap menyertakan 

lembaga-lembaga yang berwenang untuk memberikan perlindungan seperti 

LPSK, PPA dan Panti Sosial yakni dengan memberikan perlidungan. 

Hak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial 

seperti yang telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 

2008 dapat diperoleh apabila mendapat persetujuan atau keputusan dari Ketua 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pasal 14c KUHP yang 

mengatur tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan dapat 

diperoleh apabila jika Hakim memutus terdakwa bersalah, maka 

kemungkinan korban mendapatkan ganti rugi juga merupakan wewenang 

Hakim. Pemberian ganti rugi (restitusi) bersifat alternatif, yakni syarat khusus 

yang dapat diperoleh jika diberikan izin atau wewenang Hakim.  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap pihak Pengadilan 

Negeri Mataram yang berwenang dalam memutus tindak pidana 

menyebutkan bahwa bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana 

asusila dilingkungan Pengadilan Negeri Mataram terbagi menjadi 2 bentuk 

yakni:
 13

  

1. Adanya bentuk perlindungan dari pemberitaan identitas di media 

massa baik cetak maupun elektronik untuk menghindari adanya 

labelisasi terhadap korban;  

2. Adanya pemberian jaminan keselamatan. 

 

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa di lingkungan Pengadilan 

Negeri Mataram bentuk perlindungan yang diberikan adalah adanya bentuk 

perlindungan dari pemberitaan identitas di media massa untuk menghindari 

adanya labelisasi dan adanya pemberian jaminan keselamatan. Dimana 

bentuk pelaksanaannya adalah nama yang disamarkan atau hanya 

menggunakan inisial tertentu. Selain itu adanya pemberian jaminan 

keselamatan, dilakukannya perlindungan terhadap saksi dan korban ini juga 
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diukur dari tingkat ancaman selain terhadap para pihak pelapor, juga kepada 

pejabat penegak hukum baik itu polisi, jaksa, hakim, para pengacara maupun 

para wartawan media cetak dan elektronik yang meliput suatu peristiwa 

pidana yang memiliki resistensi tinggi. Tidak dapat dipungkiri, bahwa 

substansi suatu peristiwa pidana secara materil lebih banyak ditentukan oleh 

peranan saksi dan korban, khususnya dalam hal pembuktian suatu peristiwa 

pidana.  

Dalam kenyataan nya di lapangan para saksi dan korban, sering 

mendapat tekanan oleh orang-orang yang berkepentingan dengan peristiwa 

pidana baik secara fisik maupun psikis, apalagi para pelakunya berdampak 

terhadap martabat seseorang di masyarakat. Bentuk perlindungan ini sesuai 

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

mengatur Hak-Hak Asasi Manusia pada Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28J.  

Hasil wawancara yang juga dilakukan terhadap korban tindak pidana 

kesusilaan menyatakan bahwa mereka yang berstatus sebagai saksi ataupun 

korban memang benar mendapatkan perlindungan dalam hal ini yang 

dimaksud adalah bentuk perlindungan yang berasal lembaga-lembaga yang 

berwenang yakni LPSK dan PPA, hanya saja dalam pelaksanaannya kembali 

lagi pada korban itu sendiri, dimana dimisalkan adanya bentuk perlindungan 

dengan menempatkan korban pada sebuah Panti Sosial maka korban memiliki 

hak sepenuhnya untuk menerima atau menolak bentuk perlindungan tersebut. 
14

 

Dari hasil wawancara terhadap korban ini jelas menyatakan bahwa 

korban tetap memiliki peranan dalam menerima atau menolak bentuk 

perlindungan yang diberikan oleh lembaga-lembaga berwenang tersebut. 

Sedangkan untuk aturan-aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

restitusi atau memberi ganti rugi, kompensasi dan sebagainya sangat jarang 

diperoleh dikarenakan bentuk-bentuk perlindungan tersebut wajib diberikan 

kepada korban tindak pidana tertentu yakni, tindak pidana korupsi, tindak 

pelanggaran HAM berat, tindak pidana narkotika dan prikotropika serta 

tindak pidana terorisme. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui 

bahwa tidak banyak peraturan-peraturan perundang-undangan yang dapat 

dipergunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana 

kesusilaan. Diwilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dapat diketahui 

bahwa bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban tindak pidana 

kesusilaan belum diperoleh secara sepenuhnya, dimana Undang – Undang No 

13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak dapat 

dipergunakan secara sepenuhnya karena bentuk perlindungan berdasarkan 

Undang-Undang tersebut tidak bersifat umum dan hanya berlaku untuk tindak 

pidana tertentu.  

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 

28A sampai 28J yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang  
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Nomor  35  Tahun 2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  

23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan Anak, serta Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban 

korban dapat dipergunakan sebagai dasar pemberian perlindungan terhadap 

korban tindak pidana kesusilaan. 

Bentuk perlindungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 

Tahun 2008 yang mengatur tentang pemberian kompensasi, restitusi, bantuan 

kepada saksi dan korban serta Pasal 14c KUHP yang berisi tentang 

kemungkinan bagi hakim untuk menetapkan agar terdakwa/tersangka 

memberikan penggantian kerugian pada korban jarang terlaksana atau 

diterima oleh korban, hal ini disebabkan dalam proses permohonan restitusi 

harus berdasarkan wewenang dari Hakim. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan legislatif atau 

Hukum Pidana Positif saat ini masih hanya terfokus pada kepentingan dari 

korban tindak pidana tertentu, sehingga dapat dikatakan bahwa ketentuan-

ketentuan pidana secara umum belum mengatur tentang bentuk perlindungan 

terhadap tindak pidana kesusilaan secara khusus. 

 


